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PUTUSAN
NOMOR : 55/Pdt.G/2019/PA.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
cerai gugat antara :
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kayuputih, 10 Agustus 1971, umur
48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten
Buleleng, dan memilih berdomisili di Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 13 September 1968, umur
51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2019
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada
tanggal 3 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Sqr.,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bahwa Pada tanggal 29-01-2011 telah dilangsungkan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
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di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
dengan setatus Perjaka dan Janda sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah
No 01/01/1/2011. tertanggal 31 Januari 2011;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasrkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Alah Swt.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di jalan Samudra, Kabupaten Buleleng ;

4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami —istri, namun belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa kebbahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017 ketentraman
rumah tanggal Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara
Penggugat penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus sejak awal tahun 2017 sampai saat ini yang
disebabkan antara lain :

e Karena Masalah Utang Piutang menimbulkan ketidak harmonisan
sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati.

e Padahal sudah semaksimal mungkin saya memperbaiki keutuhan rumah
tangga dengan berbagai macam cara sudah saya lakukan, dari mulai
jual makanan , kue, pakaian sampai kerja setrika ke rumah orang,
tetapi semakin hari dia semakin kasar, egois mau menang sendiri.
sampai-sampai tidak boleh pulang ke rumah orang tua dan
memutuskan hubungan persaudaraan sudah saya turuti malah dia
bertambah parah, kasar, mulutnya tidak bisa dijaga, bahkan tidak
segan-segan memukul dan melempar, dan ada saksi waktu kejadian
tersebut.

e Tidak malu dia berkata kasar didepan orang lain menyuruh pergi dan
tidak boleh tinggal dirumah lagi

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 25 September tahun 2018 yang menyebabkan antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat mengusir
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Penggugat, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan tergugat sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaiman
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dari
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas permohonan Penggugat
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan sehingga berdasarkan hokum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas , maka dengan ini

mengajukan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja

cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari Persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut.

PERIMER
1. Mengajukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa tergugat (TERGUGAT) tertanggal

Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum
SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (ex aequo ef bono);
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang,;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam membina rumah tangga
akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menempuh proses
mediasi dengan mediator Igbal Kadafi, S.H.,M.H., hakim Pengadilan Agama
Singaraja akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim
mediator tanggal 25 Juni 2019 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Mei 2019 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 3 Mei
2019 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Sgr. dalam
persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan perubahan alamat
Tergugat sebagaimana berita acara perkara a quo ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan melngakui seluruh dalil
gugatan penggugat dan menyatkana tidak keberatan dengan perceraiannya,
sekaligus menjelaskan bahwa akibat hutang piutang yang dilakukan oleh
keluarga Penggugat, Tergugat kelihangan sebuah truk untuk menebus seluruh
hutang piutang tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK
5108045008710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 17 Nopember 2015. Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,
sebagaimana kode (P.1).;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/1/2011, atas nama TERGUGAT

dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
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Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tanggal 31 Januari 2011. Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,
sebagaimana kode (P.2).;
Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan
bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isri yang
menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa selama hidup rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 mulai timbul
perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang, dimana
Penggugat berhutang kepada orang lain dengan jaminan mobil truk
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat sering dimarah-marahi oleh Tergugat hingga
Tergugat mengusir Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9
(Sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling
mengunjungi, ,bertemu dan berkomunikasi ;

2 SAKSI| 2, umur 16 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isri yang
menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa selama hidup rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 mulai timbul
perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang, dimana
Penggugat berhutang kepada orang lain dengan jaminan mobil truk
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat sering dimarah-marahi oleh Tergugat hingga
Tergugat mengusir Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8
(delapan) bulan yang lalu setelah terjadi pertengkaran diman Penggugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling
mengunjungi, ,bertemu dan berkomunikasi.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pengggugat dan
Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti bukti yang telah
diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah
diajukannya di persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan
pada yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan
dengan seadil-adilnya, sementara Tergugat tidak keberatan dengan
perceraiannya dan selebihnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis

Hakim;
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Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim
cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-
undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah
ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam Oleh karena itu
berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama
Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta
menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar rukun
kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, maka usaha
damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009
tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah

terpenuhi ;
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Menimbang bahwa disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah
menempuh proses mediasi dengan mediator Igbal Kadafi, S.H., M.H.
sebagimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di
Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan
hakim mediator tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang
nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil
gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah
mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat karena sejak awal tahun 2017 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan hutang piutang dan Tergugat sering berkata kasar yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Terugat pisah rumah akibat
pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya, sehingga alasan
perceraian Penggugat dikualifikasi sebagaimana dimuat oleh ketentuan pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada
pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat diakui
oleh Tergugat namun karena perkara perceraian tidak boleh tunduk karena
adanya kesepakan dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum
maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan

pembuktian kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan
bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan,
maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus
membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan,
karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap
alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh
Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti
P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti
P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan
Penggugat, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut juga telah
memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2
tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa
kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas
Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan mengambil
domisili di wilayah yang sama hanya berbeda desa, majelis bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud
Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat
diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
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dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang
bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di
persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa
satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh
kedua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan
dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi
tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya
menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak
harmonis sering terjadi pertengkaran bahkan kedua saksi tersebut sering
melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sejak 8 sampai 9 bulan yang lalu akibat
peretangkaran yang terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan
keterangan menyangkut tidak adanya saling mengunjungi, bertemu dan
berkomunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan
kedudukan saksi sebagai orang terdekat dengan Penggugat, maka Majelis
Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat
dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan
sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap
alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang masih terikat
perkawinan sejak tanggal 29 Januari 2011;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak awal 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena
hutang piutang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
September 2018 sekurang kurangnya telah berjalan 9 (Sembilan) bulan
lamanya dengan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan lainya
sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa, di persidangan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas,
Tergugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti bantahannya, karena
Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya sehingga fakta-fakta
tersebut tidak dapat dibantah oleh Terugat karenanya Majelis Hakim menilai
fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus
dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat
dipertimbangkan untuk meng-konstitoir gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami
isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan karena masalah hutang piutang, apalagi dengan adanya fakta
perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah

berlangsung lebih dari 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa ada komunikasi
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antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi
indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun
lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada
komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya
keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat
adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada
rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, sementara sikap Tergugat
menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim karena usahanya yang
maksimal untuk mebujuk kembali Penggugat tidak diterima dengan baik oleh
Penggugat hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat
dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah
salah satu sendi utama perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli
hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan diambil alih menjadi
pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ills oanlll aide (3lhd Lea gy (o da g3l e ) aae S1E1 DI
Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
hakim berwenang menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa
mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan
rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar
mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaedah
figh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil
kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang

oleh Maijelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:
clad) il e anie auliall 1

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan)

kebaikan".
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Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin
dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT
dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi
unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat
mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah
Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya
tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang
dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis
Hakim berpendapat bahwa talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat
terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 28 Syawwal 1440 Hijriyah oleh kami IRMAN FADLY, S.Ag. sebagai
Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H.,M.H., dan FATHA AULIA RISKA, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh ACHMAD RIDWAN,
SM.HK.,S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan

Tergugat;
HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS,
1. IQBAL KADAFI, S.H.M.H. IRMAN FADLY, S.Ag.

2. FATHA AULIA RISKA, S.H.I
PANITERA PENGGANTI,
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ACHMAD RIDWAN, SM.HK.,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000.00
4
5

. Biaya Redaksi :Rp. 10.000.00

. Biaya Meterai :Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp. 401.000.00
(empat ratus satu ribu rupiah);
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